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ABSTRAK 
 

Pasca penetapan Undang-undang Nomor 19 Taun 2019 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, berkembang diskusi yang mempersoalkan independensi KPK dan 

eksistensi sebagai lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Tesis ini 

bertujuan untuk mengkaji KPK sebagai lembaga yang independen, eksistensinya 

serta kaitannya dengan sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan normatif yuridis yaitu menelaah ketetapan dan keputusan 

hukum terkait dengan KPK sebagai lembaga independen, eksistensinya dalam 

sistem Ketatanegaraan. Pendekatan hermeneutika dilakukan untuk melihat secara 

mendalam makna, konteks dan pengalaman terkait dengan istilah, rumusan terkait. 

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa independensi KPK setelah dibentuknya 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 dimaknai sebagai tidak adanya 

ketergantungan, bebas dalam menentukan kebijakan KPK adalah lembaga Negara 

dalam rumpun kekuasaan eksekutif karena melaksanakan tugas administrasi yaitu 

berkoordinasi, mensupervisi, memonitor, melakukan penyelidikan, penyidikan dan 

penuntutan. KPK sebagai lembaga eksekutif berarti bahwa KPK adalah lembaga 

pemerintah yang mengambil bagian dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. 

Penelitian ini membatasi kajiannya pada aspek independensi dan eksistensinya pada 

sistem Ketatanegaraan di Indonesia sesudah penetapan Undang-undang Nomor 19 

Tahun 2019. 

 

Kata Kunci : KPK; Independensi; Eksistensi; Eksekutif; Yuridis Normatif  
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ABSTRACT 
 

After the enactment of Law No. 19 of 2019 concerning the second amendment to 

Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, a 

discussion developed that questioned the independence of the Corruption 

Eradication Commission and its existence as a state institution within the executive 

power group, this thesis examines the Corrruption Eradication Committee as an 

independent institution, its existence and its relationships to the Indonesian 

constitutional system. This research uses a normative juridical approach, namely 

examining legal provisions and decisions related to the Corruption Eradication 

Commission as an independent and its existence in the constitutional system. A 

hermeneutic approach examines the meaning, context, and experiences related to 

related terms and formulations. This research confirms that the independence of the 

Corruption Eradication Committee after the formation of Law No. 19 of 2019 was 

understood as the absence of dependence on freedom in determining policies. The 

Corruption Eradication Committee (KPK) is a state institution within the executive 

power group because it carries out administrative duties : coordinating, 

supervising, monitoring, conducting investigations, investigating, and prosecuting. 

The KPK as an executive institution means that it is a government institution that 

implements government power. This research limits its study to aspects of 

independence and its existence in the Indonesian constitutional system after the 

enactment of Law No. 19 of 2019 . 
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